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	Abstrak 


Pada dasarnya bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak karena hal itu yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kredit macet merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga perbankan, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank, mengganggu likuiditas, dan merusak reputasi. Kredit macet terjadi ketika nasabah gagal membayar cicilan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah jalur non-litigasi, yang lebih mengutamakan penyelesaian secara damai melalui negosiasi dan restrukturisasi, tanpa melibatkan proses hukum atau pengadilan. Jalur non-litigasi ini menjadi alternatif yang semakin banyak dipilih oleh bank- bank di Indonesia, termasuk Bank BRI, untuk mengatasi kredit macet. Rumusan permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi di perbankan, khususnya pada Bank BRI serta faktor yang mempengaruhi Bank BRI dalam memilih jalur non-litigasi sebagai solusi penyelesaian kredit macet sedangkan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi di perbankan, khususnya pada Bank BRI serta Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Bank BRI dalam memilih jalur non-litigasi sebagai solusi penyelesaian kredit macet.
Kata Kunci : Kredit Macet, Non Litigasi, Bank BRI
	Abstract


The implementation of Papua’s Special Autonomy (Otsus) through Law Number 21 of 2001 represents a strategic step by the government to grant broader authority to Papua in managing development according to its local context. However, the effectiveness of Otsus implementation is determined not only by regulations and funding but also by the role of local leadership, which includes village heads, customary leaders, and religious leaders as social actors with strong legitimacy within the community.This study aims to analyze the synergy of local leadership in promoting the governance of Special Autonomy. The research employed a qualitative approach with a case study method conducted in Mariat District, Sorong Regency, Southwest Papua. The informants consisted of village heads, customary leaders, religious leaders, and community representatives selected purposively. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observations, and documentation, and then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, with validation through source and method triangulation. The findings reveal the existence of synergistic local leadership in the governance of Otsus at the village level. Village heads act as transformational leaders who interpret government policies according to local realities, customary leaders strengthen social capital and cultural legitimacy, while religious leaders reinforce moral values within a framework of collaborative governance. Conclusion The success of Otsus implementation is determined by the integration of formal and informal leadership, forming innovative governance based on customary values, religious morals, and participatory public service principles.
Kata Kunci: local leadership, governance innovation, Papua Special Autonomy, collaborative governance
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PENDAHULUAN 
Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Lembaga keuangan perbankan memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut adalah sebagai infrastruktur untuk mengumpulkan dana dan penyaluran dana masyarakat (Riskha Amalia Lubis dkk, 2018).
Perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian sebab perbankan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan khususnya dibidang ekonomi. Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama tersebut, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.
Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang- Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan tersebut salah satu bentuk upaya perbankan dalam peningkatan ekonomi di suatu negara yaitu pemberian kredit kepada masyarakat. Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok. Sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat terhadap bank terganggu, hal ini dapat mengakibatkan nasabah menarik simpanan mereka, yang dikenal dengan istilah rush money (Yuhelson,2019).
Beberapa macam usaha perbankan yang ditawarkan, usaha perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha adalah jasa dibidang perkreditan. Kredit yang dicairkan oleh bank adalah dalam bentuk uang kontan, kemudian kredit tersebut dimanfaatkan oleh penerima kredit (debitur) untuk kepentingan pribadi. Disisi lain bagi pihak bank (kreditur), pencairan kredit dapat dikatakan sebagai salah satu penghasilan yang menguntungkan perputaran uang yang lancar dan mengindikasikan tingkat kesehatan bank ( I Ketut Sukawati,2015).
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank terbesar milik pemerintah di Indonesia. Bank ini menyediakan berbagai fasilitas simpan pinjam yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing calon debitur, seperti pinjaman untuk individu, usaha mikro kecil menengah, dan korporasi, yang masing-masing memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Nasabah yang ingin meminjam uang dari bank harus membuat perjanjian sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan bertindak, objek perjanjian, dan kausa yang halal. Jika kesepakatan tercapai, kedua pihak harus bertanggung jawab terhadap perjanjian tersebut.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank seyogyanya mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah. Namun kredit yang diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta memiliki fundamental yang lebih kuat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas- asas perkreditan yang sehat.
Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak karena hal itu yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain : jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh- sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari kreditur terhadap debitur pada umumnya dilakukan dengan mengadakan perjanjian, karena setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan ke dalam perjanjian kredit. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan suatu hal yang konkret atas suatu peristiwa. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (bonafide /good faith) dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang.
Setiap kredit tentunya memiliki risiko yang melekat. Untuk menilai kualitas kredit, dapat dikategorikan menjadi kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kemacetan kredit dapat disebabkan oleh dua jenis faktor : internal dan eksternal. Contoh penyebab internal kemacetan kredit adalah karakter nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya.
Masalah perbankan khususnya kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi. Kredit macet merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga perbankan, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank, mengganggu likuiditas, dan merusak reputasi. Kredit macet terjadi ketika nasabah gagal membayar cicilan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kesulitan ekonomi yang dialami oleh nasabah, mismanajemen dalam usaha, atau kondisi pasar yang tidak mendukung.
Penyelesaian kredit macet menjadi hal yang sangat penting bagi keberlanjutan operasional bank, namun proses penyelesaiannya tidak selalu mudah. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah jalur non-litigasi, yang lebih mengutamakan penyelesaian secara damai melalui negosiasi dan restrukturisasi, tanpa melibatkan proses hukum atau pengadilan. Jalur non- litigasi ini menjadi alternatif yang semakin banyak dipilih oleh bank-bank di Indonesia, termasuk Bank BRI, untuk mengatasi kredit macet. 
Penyelesaian melalui jalur non-litigasi memiliki sejumlah keuntungan, antara lain mempercepat proses penyelesaian, mengurangi biaya yang dikeluarkan, serta menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah. Dengan menggunakan pendekatan ini, bank dapat merancang solusi yang lebih fleksibel, seperti restrukturisasi kredit, perpanjangan tenor, atau konversi utang menjadi saham, yang dapat membantu nasabah kembali memenuhi kewajibannya.
Namun demikian, penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi juga menghadapi tantangan tersendiri. Tidak semua nasabah dapat memenuhi syarat restrukturisasi atau menyetujui perjanjian yang ditawarkan oleh bank. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, kesediaan kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama, dan kebijakan internal yang mendukung pengelolaan kredit bermasalah dengan pendekatan yang lebih humanis dan konstruktif.
Penyelesaian melalui jalur non litigasi mempunyai beberapa bentuk penyelesaian sengketa yaitu negoisasi, mediasi dan arbitrase. Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu kelompok maupun antar badan usaha. Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, masalah kredit merupakan isu prioritas karena berpengaruh besar terhadap pendapatan bank. Hal serupa juga berlaku untuk bank lain di Indonesia, di mana setiap bank berupaya meminimalkan permasalahan kredit yang ada.
Pelaksanaan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank tentunya tidak selalu berjalan lancar sesuai keinginan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berhati-hati. Bank harus mampu bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini bank wajib memperhatikan prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Dalam penyaluran kredit, ada ancaman potensial yang disebut resiko kredit (Dhika Rachmat Pratama, 2018) .
Kredit yang sudah diserahkan kepada debitur akan selalu ada suatu keadaan yang tidak dikehendaki misalnya peminjaman kredit tidak bisa mengembalikan tepat pada masa waktu yang telah ditetapkan yang dinamai kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) atau biasa disebut dengan kredit macet. Kredit macet ini merupakan sebuah bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah karena tidak terpenuhinya janji-janji yang telah dibuat dan disepakati bersama antara kedua belah pihak.
Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksakan kewajibannya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPer, yang berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan Bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”7
Berdasarkan data yang diperoleh pada Bank BRI Unit Lamasi bahwa rata- rata kreditur yang mengalami kredit macet berasal dari petani yang ada diwilayah Kecamatan Lamasi, penyebab terjadinya keterlambatan dalam pembayaran
kredit disebabkan oleh kegagalan panen akibat serangan hama serta banjir bandang yang sering terjadi. Akibat kegagalan dalam produksi gabah membuat para petani dalam melakukan pembayaran kredit pada Bank BRI Unit Lamasi mengalami tunggakan dan pembayaran kredit sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Data nasabah yang mengalami kredit macet pada Bank BRI Unit Lamasi

	No.
	Nama Nasabah
	Keterangan

	1.
	RIKKI BATTUNG
	Mengalami kredit macet karena gagal panen
akibat musim kemarau panjang

	
2.
	
ERIS
	Mengalami kredit macet karena padinya di serang hama penggerek batang sehingga padi
nasabah menjadi putih

	3.
	SUGIHARTO
	Nunggak dikarenakan terdapat kredit di tempat
lain (Leasing)


Sumber : Data Bank BRI Cabang Lamasi

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka peneliti akan menganalisa dan mengkaji dengan menuangkannya kedalam sebuah karya tulis dengan judul “ Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada Bank BRI ”. Adapun tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi di perbankan, khususnya pada Bank BRI.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Bank BRI dalam memilih jalur non-litigasi sebagai solusi penyelesaian kredit macet.



METODE 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum (Mukti Fajar, 2017). 
Dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik dengan tujuan agar penelitian ini terlaksana secara objektif dan tepat mengenai sasaran, untuk itu dipakai beberapa teknik diantaranya :
a. Observasi
Menurut Haris Herdiansyah observasi adalah adanya prilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Prilaku yang tampak dapat berupa prilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.
b. Wawancara
Menurut Lexy J. Moleong (2012) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberirikan jawaban atas pertanyaan penelitian.
c. Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2006) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku- buku, majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya. Menurut Gottschalk dalam Imam Gunawan (2013), dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasari atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.
Teknik analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, menggelompokkan memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya dijawab. Menurut Patton dalam Nana Syaodih Sukmadinata (2011) teknik analisis data yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.


TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Mekanisme penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi di perbankan, termasuk pada Bank BRI, umumnya mencakup berbagai langkah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kredit macet tanpa melalui proses pengadilan. Penyelesaian jalur non-litigasi ini lebih fleksibel, efisien dan dapat menguntungkan kedua belah pihak (bank dan debitur). Penyelesaian ini memungkinkan bank untuk mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan proses litigasi, sambil tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Berikut adalah beberapa mekanisme utama yang digunakan oleh Bank BRI dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi :
1. [bookmark: _TOC_250009]Identifikasi Masalah
Hal ini merupakan tahap awal dalam penyelesaian masalah, baik dalam konteks pribadi, organisasi atau bisnis. Dalam konteks penyelesaian kredit macet di perbankan, khususnya pada Bank BRI, identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui penyebab utama dari kredit yang macet serta kondisi yang dihadapi oleh debitur. Langkah ini penting untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat. Kredit dianggap macet jika pembayaran angsuran tidak dilakukan tepat waktu, biasanya setelah lebih dari 90 hari. Keterlambatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan ekonomi debitur, masalah bisnis (bagi debitur korporasi), atau perubahan dalam kondisi pasar yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar. 
Salah satu penyebab utama kredit macet adalah penurunan kondisi finansial debitur yang mempengaruhi kemampuan untuk  membayar. Ini bisa disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, bencana alam, penurunan pendapatan, atau bahkan kesalahan manajemen keuangan oleh debitur. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suprayitno Arafah selaku mantri pada Bank BRI Unit Lamasi menjelaskan bahwa pada saat ada nasabah yang mengalami gagal panen maka nasabah tersebut mencari rekan kerja (penadah) untuk menutupi kreditnya terlebih dahulu. 
Kondisi ekonomi makro yang buruk, seperti resesi, krisis moneter, atau inflasi yang tinggi, dapat menyebabkan debitur kesulitan untuk memenuhi kewajiban pinjamannya. Ketika kondisi ekonomi memburuk, banyak debitur menghadapi masalah dalam mempertahankan pendapatan atau mengelola pengeluaran mereka, sehingga berdampak pada kemampuan untuk membayar kredit. Debitur mungkin memiliki terlalu banyak utang yang sulit dikelola, baik di Bank BRI maupun lembaga keuangan lain. Apabila debitur memberikan jaminan atau agunan untuk kredit, nilai agunan yang tidak mencukupi atau tidak likuid bisa menjadi masalah jika bank terpaksa mengejar eksekusi agunan. Seringkali, debitur yang mengalami kesulitan finansial tidak menginformasikan kepada bank mengenai kondisi mereka, atau sebaliknya, bank tidak cukup proaktif dalam menghubungi debitur yang terlambat membayar. Ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan debitur tentang prosedur restrukturisasi kredit, ketidakmampuan untuk mengatasi rasa malu, atau bahkan ketidakpedulian dari pihak bank.
Bank yang memiliki kebijakan yang sangat kaku atau tidak fleksibel dalam menangani masalah kredit macet dapat menghambat solusi yang dapat diterapkan. Prosedur dan kebijakan internal bank yang tidak memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam restrukturisasi kredit, atau kekhawatiran terhadap risiko jika memberikan kelonggaran kepada debitur. Tingkat bunga yang tinggi bisa membuat pembayaran angsuran menjadi tidak terjangkau bagi debitur, terutama jika kondisi keuangan mereka memburuk. Bunga yang tinggi, terutama dalam pinjaman jangka panjang, dapat menyebabkan beban pembayaran utang yang semakin berat. Bagi debitur korporasi, kondisi pasar yang buruk, penurunan permintaan produk/jasa, atau kegagalan dalam strategi bisnis dapat mengarah pada kesulitan dalam membayar utang, kelalaian dalam memverifikasi kelayakan kredit debitur pada awal pemberian kredit, atau kelemahan dalam pengawasan dan penanganan portofolio kredit. Identifikasi masalah dalam kredit macet di Bank BRI melibatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi kondisi debitur dan bank itu sendiri. Dengan mengetahui penyebab dan faktor yang mendasari kredit macet, bank dapat menentukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat, termasuk menggunakan jalur non-litigasi seperti restrukturisasi kredit, konsolidasi utang, atau pendekatan lainnya yang dapat membantu memulihkan kondisi keuangan debitur dan mengurangi potensi kerugian bagi bank.
2. [bookmark: _TOC_250008]Pendekatan Persuasif
Penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi di perbankan dengan pendekatan persuasif adalah cara yang efektif untuk mengatasi masalah pembayaran kredit yang terlambat atau macet tanpa melalui proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya tinggi. Pendekatan ini mengutamakan komunikasi yang baik antara pihak bank dan debitur untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Pihak bank harus memperlihatkan rasa empati dan pengertian terhadap situasi debitur. Seringkali, kredit macet terjadi karena faktor-faktor di luar kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk, kehilangan pekerjaan, atau masalah pribadi lainnya. Dengan mendengarkan masalah debitur pihak bank dapat membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi ketegangan. Misalnya, bank dapat menghubungi debitur melalui telepon atau surat secara lebih personal, mengungkapkan niat untuk membantu dan mencari solusi yang terbaik. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk mengklarifikasi alasan keterlambatan pembayaran dan memotivasi debitur untuk lebih terbuka mengenai kondisi keuangan mereka. Pendekatan persuasif akan lebih efektif jika debitur merasa bahwa bank memberikan solusi yang fleksibel sesuai dengan kemampuan mereka bukan hanya menuntut pembayaran segera. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suprayitno Arafah selaku mantri pada Bank BRI Unit Lamasi menjelaskan bahwa pendekatan secara persuasif merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pinjamannya dengan cara mengunjungi nasabah tersebut dan menanyakan penyebab nasabah tersebut lambat membayar angsuran pinjamannya dan mencarikan solusi agar
pembayaran angsuran pinjamannya dapat berjalan kembali. 
Penyelesaian yang ideal adalah yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Bank harus memahami bahwa jika kredit macet tidak diselesaikan, maka pihak bank pun akan merugi. Namun, jika debitur dipaksa untuk membayar dengan cara yang tidak realistis, mereka justru akan semakin kesulitan. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dapat mencakup pencarian solusi yang lebih kreatif, seperti pengaturan pembayaran yang lebih ringan, atau bahkan negosiasi ulang mengenai nilai yang harus dibayar. Sebagai bagian dari pendekatan persuasif, bank dapat menawarkan insentif atau diskon bagi debitur yang dapat membayar sejumlah kewajibannya dalam periode tertentu. Misalnya, memberikan
diskon bunga atau biaya administratif jika debitur menyelesaikan sebagian besar atau seluruh utangnya dalam waktu yang telah disepakati.
Pendekatan ini bisa membantu debitur untuk tidak terjebak dalam masalah keuangan yang sama di masa depan dan bisa menjadi nilai tambah dalam membangun hubungan jangka panjang yang baik antara bank dan debitur. Dalam komunikasi ini, bank harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan penuh empati, menghindari nada yang konfrontatif atau ancaman. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memahami situasi debitur dan menunjukkan bahwa bank ingin mencari solusi bersama-sama. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk mengklarifikasi alasan keterlambatan pembayaran dan memotivasi debitur untuk lebih terbuka mengenai kondisi keuangan mereka. Bank dan debitur mulai melakukan negosiasi mengenai cara penyelesaian kredit macet. Bank akan menawarkan beberapa opsi penyelesaian yang sesuai dengan kondisi debitur, dan debitur dapat mengajukan masukan terkait kesepakatan yang dapat mereka penuhi.
Mekanisme penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi dengan pendekatan persuasif bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang tanpa melibatkan proses hukum yang panjang dan berisiko. Proses ini berfokus pada komunikasi yang transparan dan empatik, dengan tujuan mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan pendekatan yang tepat, bank tidak hanya membantu debitur menyelesaikan masalah kredit macet, tetapi juga menjaga hubungan baik yang dapat berkelanjutan di masa depan.
3. [bookmark: _TOC_250007]Restrukturisasi Kredit
Penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi dengan cara restrukturisasi kredit adalah proses yang melibatkan perjanjian antara pemberi 
pinjaman (bank atau lembaga keuangan) dan peminjam untuk mengubah syarat- syarat kredit yang ada, agar peminjam dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah. Dalam hal ini, kredit macet merujuk pada kredit yang sudah melewati jatuh tempo atau tidak dapat dibayar oleh peminjam sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Jalur non-litigasi berarti penyelesaian dilakukan tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertimbangkan. Nasabah dapat mengajukan restrukturisasi kredit dengan mengirimkan surat pernyataan dan permohonan keringanan pembayaran ke Bank BRI. Keterlambatan pembayaran ini akan dikenakan late charges maupun bunga yang timbul sesuai ketentuan BRI. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang BRI yang digunakan untuk mengajukan pinjaman. Restrukturisasi kredit adalah proses di mana ketentuan pembayaran pinjaman yang ada diubah, seperti suku bunga, jangka waktu, atau jumlah cicilan, untuk membantu peminjam yang mengalami kesulitan keuangan. Ini bertujuan untuk memberikan keringanan finansial dan mencegah potensi gagal bayar.
Restrukturisasi kredit adalah upaya untuk memperbaiki kondisi kredit yang bermasalah, yaitu ketika debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Proses ini melibatkan negosiasi antara bank/lembaga keuangan dengan peminjam untuk mengubah ketentuan pembayaran yang sudah disepakati sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran kepada peminjam agar dapat tetap melunasi hutang tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan. Restrukturisasi kredit bukan berarti penghapusan hutang, melainkan memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang. Peminjam juga diminta untuk mengungkapkan alasan terjadinya kredit macet, seperti kerugian usaha,
penurunan pendapatan, atau faktor lain yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar.
Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suprayitno Arafah selaku mantri pada Bank BRI Unit Lamasi memberikan penjelasan bahwa rata-rata nasabah yang ada di BRI Unit Lamasi bekerja di sektor pertanian jadi apabila petani tersebut mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjamannya maka di lakukan restrukturisasi, jadi nasabah diberikan keringanan dalam pembayaran angsuran pinjaman dengan membayar bunganya saja.
Pihak bank dan peminjam akan duduk bersama untuk membahas kemungkinan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi ini bisa mencakup perpanjangan waktu pembayaran, pengurangan suku bunga, pengurangan jumlah pokok utang, atau moratorium (penundaan sementara pembayaran pokok atau bunga). Pihak bank akan meminta jaminan tambahan atau perubahan struktur jaminan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan masih memiliki jaminan yang memadai. Tercapainya kesepakatan mengenai perubahan syarat-syarat pinjaman maka peminjam akan mengajukan permohonan resmi untuk restrukturisasi kredit kepada bank. Permohonan ini biasanya memuat rincian tentang perubahan yang disepakati, seperti pengaturan ulang jadwal pembayaran, penurunan suku bunga, atau perpanjangan tenor pinjaman. Bank kemudian akan menilai apakah restrukturisasi yang diajukan dapat diterima berdasarkan kemampuan peminjam dan risiko yang akan ditanggung oleh bank.
Pihak Bank dan debitur/peminjam akan menandatangani perjanjian restrukturisasi yang mencakup semua perubahan yang telah disepakati. Ini bisa mencakup perubahan syarat pembayaran, tanggal jatuh tempo baru, dan 
kemungkinan penurunan beban utang. Perjanjian ini menjadi dokumen hukum yang mengikat dan memberikan landasan bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban baru yang telah disepakati. Setelah restrukturisasi disepakati, bank akan terus memantau kondisi keuangan peminjam untuk memastikan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajiban baru mereka. Hal ini termasuk memeriksa apakah peminjam dapat kembali membayar cicilan sesuai jadwal yang baru. Jika kondisi keuangan peminjam membaik, pihak bank dapat melanjutkan hubungan kredit atau bahkan mengembalikan beberapa fasilitas kredit yang sebelumnya dibatasi. Jika setelah restrukturisasi, peminjam tetap tidak dapat memenuhi kewajiban mereka, bank mungkin akan mengevaluasi kembali opsi-opsi lain, seperti pengambilalihan jaminan atau tindakan kolektif yang lebih formal. Namun, dengan jalur restrukturisasi yang efektif, banyak masalah kredit macet dapat diselesaikan tanpa harus menuju ke pengadilan.

KESIMPULAN
[bookmark: _Hlk220562312]Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Mekanisme penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi di perbankan, khususnya pada Bank BRI dilaksanakan dalam beberapa cara antara lain identifikasi masalah, pendekatan persuasif dan restrukturisasi kredit. Faktor yang mempengaruhi Bank BRI dalam memilih jalur non-litigasi sebagai solusi penyelesaian kredit macet yaitu efisiensi biaya dan waktu, menjaga hubungan baik dengan debitur serta kondisi keuangan debitur.
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